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1.

DI KABUPATEN KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan
Kabupaten Kediri, yang menyatakan bahwa semua penyelenggaraan
pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;
bahwa sesuai dengan Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri Nomor 445/1850/418.48/2016 tanggal 4 Februari
2016 perihal Perizinan Puskesmas di Kabupaten Kediri dan Berita
Acara Rapat Nomor 460/5269/418.48/2016 tanggal 31 Maret 2016
tentang Izin Penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Kediri perlu
mengatur Izin penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Kediri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin
Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kediri ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),



3

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3781);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5044);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

23 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221),
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24 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

26.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

27.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 58);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri ( Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 80);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 79);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 132);

34.Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin
Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Kediri;

35. Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Izin
Penyimpanan Sementara dan lzin Pengumpulan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Kediri;
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36.Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGARAAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

:

o~ Wb

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Bupati adalah Bupati Kediri.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSP adalah Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kediri.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasiltas pelayanan kesehatan  yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk  peningkatan,
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
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Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh
Puskesmas kepada  masyarakat, mencakup  perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan
dalam suatu sistem.

Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di
Puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan
pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk
penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan,
atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan
masyarakat.

Izin penyelenggaraan Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk
menyelenggarakan  Puskesmas setelah ~memenuhi seluruh

persyaratan izin menyelenggarakan Puskesmas.

BAB I
PERSYARATAN UMUM

Pasal 2
Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih
dari 1 (satu) Puskesmas.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk
dan aksesibilitas.
Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, status aset
tanah, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan,

kefarmasian dan laboratorium.

Pasal 3
Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
a. geografis;
b. aksesibilitas untuk jalur transportasi;
c. kontur tanah;
d. fasilitas parkir;



e. fasilitas keamanan;
f. ketersediaan utilitas publik;
g. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
h. kondisi lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian
Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan
bangunan gedung negara.

Pasal 4

Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit

terdiri atas:

a. sistem penghawaan (ventilasi);

b. sistem pencahayaan;

c. sistem sanitasi yang meliputi : sarana prasarana instalasi pengolah air
limbah dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun);

. sistem kelistrikan;

. sistem komunikasi;
sistem gas medik;

. sistem proteksi petir;

o Qa - o0 a

. sistem proteksi kebakaran;,

i. sistem pengendalian kebisingan;

j. sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu)
lantai;

k. kendaraan Puskesmas keliling;dan

|. kendaraan ambulans.

Pasal 5
Bangunan dan prasarana Puskesmas harus dilakukan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 6
Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
a. standar mutu, keamanan, keselamatan;
b. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan
pengkalibrasi yang berwenang.
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Pasal 7
Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan.
Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan
jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan
persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja,
ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya
di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja sebagaimana
disebutkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit terdiri atas:
. dokter atau dokter layanan primer,;
. dokter gigi;
perawat;
. bidan;
. tenaga kesehatan masyarakat;
tenaga kesehatan lingkungan;
. ahli teknologi laboratorium medik;
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. tenaga gizi; dan

i. tenaga kefarmasian.

Dalam hal jumlah ketenagaan belum memenuhi sebagaimana yang
ditentukan maka dapat dilakukan pemenuhan secara bertahap
Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi
keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di

Puskesmas.

Pasal 8
Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur
operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta
mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan
memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus

memiliki surat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9
(1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
(2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 10
(1) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi
kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan.
(2) Pelayanan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai  ketentuan  peraturan

perundang- undangan.

BAB Il
PERIZINAN PUSKESMAS

Pasal 11
(1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin penyelenggaraan.

(2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Bupati.

(3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat melimpahkan kepada Kepala BPM-P2TSP.

Bagian Kesatu
Izin Penyelenggaraan Puskesmas
Pasal 12
Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Puskesmas, maka Kepala Dinas
Kesehatan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kepada
Bupati melalui BPM-P2TSP, dengan dilampiri berkas persyaratan sebagai
berikut :
a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang
sah;

b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. fotokopi Izin Gangguan;
d. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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izin Lingkungan;
izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 bagi Puskesmas Rawat Inap;
. izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

> @a ™ o

. surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas;

—
.

studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan; dan

j. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana,
peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk
Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Bagian Kedua
Alur Izin Penyelenggaraan Puskesmas

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan, Puskesmas harus
memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

(2) Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,
ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.

(4) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan  permohonan izin
penyelenggaraan Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala BPM-
P2TSP dengan membawa seluruh persyaratan administrasi izin
penyelenggaraan Puskesmas.

(5) Kepala BPM-P2TSP harus menerbitkan bukti penerimaan berkas
permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila
berkas permohonan belum lengkap kepada pemohon yang
mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas
permohonan diterima.

(6) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan
ulang kepada pemberi izin.

(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah
bukti penerimaan berkas diterbitkan, pemberi izin harus menetapkan
untuk memberikan atau menolak permohonan izin.
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(5) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam
kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin dapat
memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 (empat
belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada pemohon.

(6) Penetapan pemberian atau penolakan permohonan izin dilakukan
setelah pemberi izin melakukan penilaian dokumen dan peninjauan
lapangan.

(7) Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus memberikan
alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada
pemohon.

(8) Apabila pemberi izin tidak menerbitkan izin atau tidak menolak
permohonan hingga berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4), permohonan izin dianggap diterima.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Izin

Pasal 14

Izin penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 15
(1) Puskesmas dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit milik Pemerintah
Daerah.
(2) Dalam hal Puskesmas dijadikan rumah sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib mendirikan Puskesmas baru
sebagai pengganti di wilayah tersebut.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

Pasal 16

(1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:

paradigma sehat;

pertanggungjawaban wilayah;

kemandirian masyarakat,

pemerataan;

teknologi tepat guna; dan

-~ 0o Q0 T ®

keterpaduan dan kesinambungan.
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(2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud

©)

“4)

(®)

(6)

(7)

pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh
pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya
mencegah dan mengurangi  resiko kesehatan yang dihadapi
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan
bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya.

Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, Puskesmas mendorong kemandirian hidup
sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d,
Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat
diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya
secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama,
budaya dan kepercayaan.

Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai
dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak
berdampak buruk bagi lingkungan.

Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas
mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan
UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem
Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pemerintah  Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada

masyarakat.
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Pasal 18
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
meliputi :
a. menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya Puskesmas

sesuai standar, dalam menjamin mutu pelayanan;

. memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan

pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan Puskesmas termasuk
alokasi dan kalibrasi alat secara berkala;

c. melakukan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas;

d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Puskesmas di wilayah

kerjanya secara berkala dan berkesinambungan;

. melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program

kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas;

memberikan solusi atas masalah yang tidak mampu diselesaikan di

Puskesmas;

. mendukung pengembangan upaya kesehatan diwilayah kerja

Puskesmas;

. mengeluarkan regulasi yang bertujuan memfasilitasi  untuk

meningkatkan akses dan mutu pelayanan;
memfasilitasi integrasi lintas program terkait kesehatan dan profesi
dalam hal perencanaan,implementasi dan evaluasi pelaksanaan

program Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

lokasi dan bangunan Puskesmas yang telah berdiri sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dianggap telah memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

. Puskesmas yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan

Bupati ini, dianggap telah memiliki izin penyelenggaraan.
Puskesmas yang telah ada harus menyesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan

Bupati ini diundangkan.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 445/1850/418.48/2016 tanggal 4
Februari 2016 perihal Perizinan Puskesmas di Kabupaten Kediri dan
Berita Acara Rapat Nomor 460/5269/418.48/2016 tanggal 31 Maret 2016
tentang Izin Penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Kediri dengan
hasil peserta rapat memutuskan perlu ditetapkan Peraturan upati tentang
izin penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Kediri serta mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15-4-2016
BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 15 -4 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Kepala Bagian Hukum

n@sma

199003 1 006



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 - 4 - 2016

JENIS DAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN

PUSKESMAS
Puskesmas Puskesmas
kawasan kawasan
No JenisTenaga Nl;:rkotaan N o:edesaan
Rawat Rawat
Rawat Rawat
Inap Inap
Inap Inap
Dokter atau dokter layanan
1. , 1 2 1 2
primer

2. | Dokter gigi 1 1 1 1
3. | Perawat 5 8 5 8
4. | Bidan 4 0 4 4 7
5. | Tenaga kesehatan masyarakat 2 2 1 1
6. | Tenaga kesehatan lingkungan 1 1 1 1
7. | Ahli teknologi laboratorium medik 1 1 1 1
8. | Tenaga gizi 1 2 1 2
9. | Tenaga kefarmasian 1 2 1 1
10. | Tenaga administrasi 3 3 2 2
11. | Pekarya 2 2 1 1
Jumliah 22 31 19 27

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.
Kepala Bagian Hukum

. 19670307 199003 1 006



